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MOTTO

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan didalam kehidupan
dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung
hawa yang sangal dingin, yang menimpa tanaman kaum yang
menganiaya diri sendiri, lahi angin itu mernsaknya. Allah tidak
menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sendiri.

(Ali Inmron: 117)

Manusia memang bukan senmanye weli Tapi mungkin sejarah juga
meng ajari kita, bakwa keadaan tak sempurna bukanlah dasar untuk
terus menerus menghalalkan kerakusan. Keadaan tak sempurna ifu
Justru alasan untuk kesediaan ditegur, untuk ntengerti rasa malu,
dan rasa dosa.

(Gandhi)
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Karva tulis ini kupersembahkan kepada:

1.

& m oh W

Avahanda Drs. Bari Alkhofar dan Ibunda Sumiati yang tiada
hentinya memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan
baik moril dan materiil.

Mas dan Adik-adikku tersayang, mas Aringgo Yuti Neadro,
adik Diasma Sandi Swandary, adik Ivan Transia Wismana,
adik Normala Mila Azila, semoga kebersamaan kita selalu
tuk selamanya.

sahabatky, Uswah, Dian, mbak Sri, Ratna, Sofi, Utik.

Suami dan anak-anakku kelak.

Almamaterkit

sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Angkatan 1997.
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KATA PENGANTAR

Denean memanjatkan puji synkur atas kehadirat Allah swt yang telah
melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya karya
ilmiah yang berbentuk laporan dari Praktek Kerja Nyata dengan judul
PELAKSANAAN  ADMINISTRASI  PENGFMBALIAN  KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PER TAMBAHAN NILAI PADA KPP GUBENG.

Hasil Farya Hidah ini disusun terutama sekali guna memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( AMd ) pada program studi D I
Perpajakan Faku'tas Thou Sosial dan {lmu Politik di Universitas Jember. Dengan
tersusunnya laporan ini merupakan kebanggaan hali bagi penulis untuk mewujudkan
pengetahuan dalam kehidupan schari-hart yang didapat penulis selama kuliah.
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segenap kerendahan hati
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besamya kepada :

1. Bapak Prof Drs. H. Bariman, selakn Dekan Fakultas Ilmm Sosial dan Timu
Politik Universitas Jember.

2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku Keta Program Stdi DIl Perpajakan
Fakultas Thuu Sosial dan I Politik Universitas Jember.

3. Bapuk Drs. Djoko Poemomo, Msi, selaku Sekretaris Program Studi D 1l
Perpajakan Universitus Jember.

4. Bapak H. Agus Sahm, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
bitnbingan dan bantuan denii terselesainya penyusunan Laporan Akhir Magang
il

5. Bapak Drs. H Hartono Djulianto, selakn Dosen Wah yang telah memberi
dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Magang ini.

6. Bapak Drs Karimuddin Sipahutar, selaku Kepala KPP Surabaya Gubeng yang
telah memberikan tempat kepada penulis dalam pelaksanaan program magang.

7. 1bu Dra Eunsmartini, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KPP Surabaya
Gubeng vang telal memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya

Laporan Akhir Magang ini.

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

8. Bapak dan fbu tercmta, lerma kasih atas perhatian, lukungan dan kasth
saydngnyd
o Mas dan adik-adikke tersayang, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya
selama
10. Teman-temanku yang magang pada KPP Surabaya Gubeng (Yunan, Nanang,
flea. ke, ita. Fristin, Nawang) terima kasth atas kekompakannya.
11. Teman-temanku di Program Studi D i Perpajakan Angkatan 97, semoga tetap
kompak.
12. Keluarga besar Tanjung Limo | terima kasih atas kebersamaannya selama inl.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak luput dari
kesalahan dan kekurangan, untuk ita peoulis akan menerima dengan scnang hati
kritik dan saran dari pembaca guna lebih sempurnanya faporan ini dan mudah-
mudahan laporan ini dapat bermantaat bagi para pembaca dan semua pihak yang
memerlukannyi.
Akhir kata maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penulisan laporan ini
terdapat kata-kata yang tidak berkenan dihati pembaca, dan semoga Allah swt selalu

memberi kita kesabaran, Amin.
Tember, Juni 2000

Penmulig

Vil
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan dalam negeri pada anggaran pendapatan dan belanja
negara selama Pelita I sampas awal Pelita TV berasal dari sektor minyak dan gas
alam (sektor migas) akan tetapi perekonomian Indonesia mengalami berbagai
hambatan dan goncangan yang sangal mempengaruhi  kondisi perckonoimian
Indonesia karena hasil minyak mengalami kemunduran dan harga minyak semakin
menurun, sedangkan persediaan minyak dalam bumi Indonesia terbatas (non
renewable) maka pemerintah mengalami kesulitan dalam segi penerimaan negara .
Keadaan ini sangatlah merugikan bagi kehidupan perekonomian kita dan
mengakibatkan penerimaan dari sektor minyak dan gas alam mengalami penurunan.
Keadaan perekonomian yang tidak menentu  sangat berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia pada umumaya dan penerimaan negara pada khususoya.

Untuk dapat menyesuaikan perekonomian dunia dengan keadaan yang ada
dan agar tetap dapat mempertahankan keadaan, perkembangan serta perfumbuhan
ekonomi pada tingkat yang lebih baik, maka Pemerintah berusaha untuk memperluas
dasar komposisi penerimaan dari luar sektor minyak dan gas alam (sektor non
migas). Sektor mon migas tersebut diharapkan dapat berperan menjadi sumber
pembiayaan negara yang utama Sumber penerimaan negara selain dari sektor
minyak dan gas alam, dapat diperoleh dari sekior perpajakan, sebagai salah safu
sumber penerimaan negara. Sektor perpajakan merupakan pilihan yang sangat tepat
dikarenakan disaniping jumlahnya yang relatif lebih stabil, dari sektor tersebut
diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan. Oleh karena itu  sektor perpajakan kini merupakan penerimaan
negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembangunan yang mandiri, yang
kita harapkan sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman-
pinjaman negara yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Untuk dapat menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan
yang utama, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi yang dapat timbul dari
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pihak wajib pajak maupun dari aparat pajak Kendala-kendala tersebut dapat

menghambat sistem perpajakan yang harus dihindari ataupun dikurangi, sehingga

harapan semua pibak terhadap sektor pajak agar menjadi primadona penerimaan
negara dapat terwujud. Oleh karena itu sangat diperinkan peran aktif dari berbagai
pihak yang berkaitan dengan perpajakan, dalan hal ini adalah wajib pajak dergan
aparat perpajakan.

Pada Undang-Undang Perpajakan yang dikeluarkan tahun 1994 terdiri atas

U No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 6 tabun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 11 tahun 1994 tertang perubsahan atas

UU No, 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Burang Mewah Dengan adanya penyempumazn peraturan

perundang-undangan diharapkan dalam peningkatan pelayanan pajak, ekstensifikasi

wajib pajak dan intensilikasi pemungutan pajak, pengawasan administratif yang
lebih intensif khususnya atas wajib pajak potensial serta peningkatan kesadaran
wajib pajak. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan volume penerimaan dalam
negeri terutama dari sektor pajak yang merupakan tulang punggung penerimaan
negara.

Pada dasarnya sistem perpajakan mempunyai fujuan antara lain :

1. Untuk menegakkan kemandirian di dalam pembiayaan pembangunan nasional
dengan jalan lebib menggerakkan lagi segenap kemampuan sendiri dan
meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

2. Untuk menyederhanakan sistem perpajakan yaitu penyederhanaan jenis pajak
dan tarif pajak

3. Menyelenggarakan sisteru pembayaran pajak yang adil dan wajar sehingga
wajib pajak semakin meningkatkan pemahamannya.

4. Pembenahan aparatur pajak baik prosedur, tafa cara, jujur, disiplin dan mental
harus diterapkan secara baik.

5 Pembebanan pajak yang adil dan wajar sehingga dapat mendorong wajib pajak
untuk melaksanakan kewajibannya secara wajar dan untuk mencegah adanya
penghindaran pajak atau penyimpangan-penylmpangan yang tidak wayar.
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Untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan serta untuk meningkatkan kesadaran perpajakan secara intensif
dan berskala nasional, perlu diselenggarakan berbagai upaya penyuluhan pajak baik
yang dilakukan oleh aparat perpajakan sendiri maupun yang dilakukan melalui
kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat dan media massa Dan untuk
menopang tugas-tugas perpajakan yang semakin berat tersebut maka kemampuan,
profesionalisme serta integritas aparatur pajak harus terus ditingkatkan.

Karena itu prinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-Undang Pajak yang
berlaku adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka
pembiayaan rutin pemerintahan dan pembanguman secara gotong- royong.

2. Undang-Undang Pajak menganut prinsip Sel/ Assessment yaitu kepada wajib
pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

3. Secara keseluruhan lebibh mencerminkan keadilan dan kepastian hukum melalui
perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem pemungutannya.

4. Penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan sehingga memudahkan bagi
wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan demikian pula bagi aparat pajak
untuk mengawasi pemenuhan kewajiban wajib pajak tersebut.

5. Obyek dan subyek pajak dibuat seluas mungkin dengan tetap memperhatikan
asas keadilan dalam pemungutan pajak.

6. Meskipun penerimaan pajak perlu ditingkatkan, namm sejalan dengan
perkembangan kegiatan ekonomi, sistem perpajakan harus tetap menarik bagi
mvestasi.

7. Selain itu pengenaan pajak secara berganda sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang diterapkan
sebagai sumber pendapatan utama yang sangat penting peranannya bagi
kelangsungan hidup bangsa Indonesia Pajak pertambahan nilai menduduki tempat
vang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan maryarakat yang hasilnya
mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), bahkan dapat diharapkan hasilnya akan Ic‘l)iﬁ besar dibanding dengan

oy
L
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pajak lain. Hal ini dikarenakan seluruh rakyat Indonesia terlibat langsung dalam
pajak pertambahan nilai, karena secara langsung menyangkut produksi barang dan
jasa yang digunakan oleh rakyat sehingga rakyat sangal peka terhadap pajak
pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas
penyerahan Barang Kena Pajak (BE.P) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
oleh penjual kepada pembeli atas tambahan nilui dari suatu barang dan atau jasa .
Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual BEP alau PK.P maka Pengusaha
Kena Pajak tersebul dapal mengkreditkan Pajak Masukannya dengan Pajak
Keluarannya. Apabila atas pengkreditan tersebut terdapat Pajak Masukan (PM)
yang dibayar / dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK), maka atas
kelebihan tersebut terjadi Pajak Lebih Bayar. Dan apabila terjadi pajak lebih bayar,
maka atas kelebihan pembayaran tersebul wajib pajak dapat mengkompensasikan
dengan masa pajak berikutnya atau dapat meminta kembali kelebihan pembayaran
pajaknya ( Restitusi ) pada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdafiar,
sedangkan untuk Pengusaha Fena Pajak dapat memimta kembali kelebihan pajaknya
ditempat Pengusaha Keua Pajak tersebut  dikukuhkan. Pengembalian pajak
merupakan salah satu hak dari wajib pajak yang diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang No.6 Tahun 1983 tentang Fetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul
PELAKSANAAN  ADMINISTRASI PENGFMBALIAN  KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG .
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1.2. Tujuan Dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan Program Magang

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

18

!‘-'J

Guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Diploma
Il Perpajakan Fuakultas Hlmu Sosial dan Tl Politik  Universitas
Jember.

Guua memperoleh gambaran pelaksanaan Administrasi Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Surabaya
Gubeng.

Guna memperoleh sedikit masukan yang berarti bagi pemecahan masalah

dengan harapan dapat berguna bagi penulis dan pembaca

1.2.2 Kegunaan Program Magang
Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

L.

Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan dan
sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak khususnya yang
berkepentingan dengan masalah Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilal.

Untuk melengkapi literatur pada Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan
Tl Politik dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
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BABII
KFERANGKA PEMIKIRAN
2 1. Landasan Teori
2.1.1. Pengeriian Pajak
Definisi atan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Roclunat Soemitro, SH
“Pajak adalah Turan wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar penge luaran umuin.
Dari definist yang dikemnukakan dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
ungur-unsur sebagai berikut:
o luran dari rakyat, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara Iuran
tersebut ber:\tpa nang (bukan barang).
b Berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak yang dipungut berdasarkan atau
dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
¢. Tanpa jasa timbal atan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk, artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, artinya pajak yang dibayar
digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

luas.

2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:
a Fungsi Budgetair
Artinya pajak mempunyai tungsi sebagai sumber dana bagi pembangunan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Regulerend (mengatur)
Artinya pajak mempunyai fungsi sebagai alat untnk mengatur atan melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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2.1.3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPIN)

Pajak Pertambahan Nilai barang, dan jasa merpakan satu kesatuan sebaga

pajak yang dipunguf atas konsumsi dalam negeri yang dapat dipungut berkali-kali

(multi stages) pada jalur produksi dan distribusi.
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai:

.

PPN merupakan pajak tidak langsung

Artinya bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan
penanggung pajak alas pembayaran pajak ke kas negara pada pihak yang
berbeda Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli BKP/penerima
JKP, sedangkan penanggung pajak atas pembayaran pajak kekas negara adalah
PKP yang bertindak selaku penjual BKP/pengusaha J¥P.

PPN merupakan pajak obyektif _

Pajak obyektil adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak
ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya tatbestand (keadaan) sebagai
pajak obyektif Tiunbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh
adanya uhyck\ pajak, kondist subyek pajak tidak ikut menentukan,

PPN adalah pajak atas konsumsi uinum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan didalam
negeri baik yang dilakukan perseorangan maupun badan

PPN bersifat netral

PPN dikenakan atas kounsumsi barang/jasa sehingga mempunyai sifat netra’
terhadap pola konsumsi. Dan PPN menganut prinsip tempal twjuan (Destination
principle) dalam  pemungulannya, vakni dipungnt ditempat  barang/jasa
dikonsums:.

Multi Stages Tax

Adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi
manpun jalur distribusi, setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN

mulai tingkat pabrikan sampai tingkat konsumen akhir dikenakan pajak.
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2.1.4. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembay aran Pajak

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak atau disebut Restitusi adalah Pembayaran kembali

pajak karena kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan perhitungan dengan

hutang pajak lain.

2.1.5 Tinbulnya Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak sebagi proses awal pengembalian kelebihan pajak

timbul karena:

a

pajak terutang/PE lebib kecil daripada kredit pajak/PM.

Kelebilan pajak dapat timbul apabila pajak masukan lebih besar dari pajak
keluaran sehingga atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diminta kembal.
Dibayar pajak yang scharusnya tidak terutang,

Apabila terjadi penyerahan yang bukan BKP kepada BUMN dan dipungut PPN
yang seharusnya tidak terutang, maka atas pembayaran PPN fersebut dapat
diminta kembali.

Keputusan keberatan/ banding,

Adanya permohonan dari wajib pajak dan dilr;;rbitk:umya keputusan keberatan
sehingga diturunkannya pajak yang terufang dan terdapat kelebihan pembayaran
yang telah dibayarkan dan atas kelebihan pembayaran terscbut dapat diminta
kembali.

Pembayaran melebili jumlah yang harus dibayar STP/SKP/SEPT.

Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran dalam jumlah pajak yang harus
dibayar vang terdapal dalam STP/SKP/SKPT, dan atas kelebihan pembayaran
tersebut dapat diminta kembali

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan dilakukan atas dasar ketentuan

sebagai berikut:

a

Kelebihan yang discbabkan oleh kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BEP) /
atan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN, dapat diminta kembali pada
setiap masa pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat (11), (12), Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan usaha luinnya, hanya dapat diminta
kembali pada akhir tahun buku dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPN-nya memmjukkan bahwa jumiah Pajak Masukannya lebih besar daripada
jumlah Pajak Feluarannya. Hal ini ditegaskan pada pasal 9 ayat (10) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983.

Pajak Masukan yang dapat diminta kembali adalah:

a.  Pajak Masukan yang beracal dari perolehan Barang Kena Pajak/ atan Jasa Kena
Pajak yang diekspor.

b. Pajuk Masnkan yang berasal dari perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena
Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan
Penyerahan Kena Pajak.

2.1.6. Pengertian periidlahixdan

Yang dimaksud pemindahbukuan (Pbk) adalah  memindahbukukan
penerimaan/setoran pajak (SSP) untuk dibukukan pada hutang pajak yang sesuai
dengan Keputusan Menteri Feuangan. Pemindahbukuan dimaksud dilakukan antar
jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atan
berlainan, untuk wajib pajak yang sama atau berlainan Jan juga antar Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam rangka pemindahbukuan setoran pajak, perlu dibuat bukti
Pemindahbukuan sebagai bukti adanya pembayaran pajak sebagaimana juga
pembayaran pajak melalni Kantor Penerima Pembayaran. Bentuk formulir bukti Pbk
dikenai dengan KP. PDIP.3.8. Pada bukti tersebut dicantumkan identitas Wajib
Pajak/Rubrik Pajak semula dan identitas Wajib Pajak/Rubrik Pajak kemana
pemindahbuknan dilakukan serta tanggal berlakunya Bukti Pbk.

2.1.7. NMacanrMacam Pemindabhbulkasan
Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :
a) Adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SXPLB.
Dalam hal ini dilakukan pemindahbukuan dari Rubrik Pajak yang berkurang ke
Pos PLB (Perhitungan Lebih Bayar) dan darnt Rubrik Pajak yang bertambah

(kompensasi ke hutang pajak vang lain sesuai dengan Pasal 11 UU No.6/1983
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tentang Fetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atan permohonan Wajb
Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak).

Telah difakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang yang
besamya dinyatakan dalam SKPLB Pajak yang seharusnya tidak terhutang.
Adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbuloya kelebihan
pembayaran  pajak, vyaitu anfara  suwrat  keputusan  atas  pennohonan
keberatan/bandime  vimg  mengakibatkan kelebilan pembaywan pajak  yang
besarnya  dinyatakan  dalam  Perbitungan Lebih Bayar karena Feputusan
FoeberatanBandimg (120 PDIP 5.29).

Adanya pembayaran yang lebih besar dart pajak yang terhutang dalam surat
ketetapan  pajak  yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang
besamya dinyalakan dalamn KP PDIP 5.29.

Adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Adanya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) scbaga hasil penelusuran yang
sepiula di adimmistrasikan dalam BPP. Dalam hal mi dilakukan pemindahbukuan
dart BPP ke Rubrik Pajak yang benar.

Adanya kesalahan dalam mengist Surat Setoran Pajak (SSP) baik yang
menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak yang lain yang dilakukan
oleh Wajib Pajak sendiri atan Bendaharawan/Pemungut Pajak. Dalam hal
dilakukan pemindahbukuan dari elemen yang salah ke elemen yang benar.
Adanrya pemecahan seforan pajak yang berasal dari salu SSP menjadi beberapa
jenis pajak atan setoran dari beberapa Wayib Pajak; pemecahan ini diperlukan

karena Surat Setoran Pajak salah isi.
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2.1.8. Dolamen Dasar Pengembalian Pajak

Dalam  pelaksanaan pengembalian kelebihan pajak didasarkan pada

keputusan/surat yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak dan

adanya hutang pajak yang dinyatakan dengan:

1)

2)

3)

Surat K.etetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yang harus diterima dari
seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) dengan pengantar yang berupa
daftar pengantar SKPLB.

Penghitungan Lebih Bayar / PLB (KP PDIP 5.29) yung merupakan
penghitungan lebih bayar karena keputusan pengurangan atas ketetapan
atan adanya pembayaran lebih atas STP/SKP/SKPT. Dokumen ini
disiapkan oleh unit yang menatansahakan dokumen yang menunjukkan
adanya kelebihan pembayaran pajak. Apabila unit tersebut berada
diseksi yang mempunyai tugas melakukan urusan restitusi maka KP PDIP
529 dilampiri dokumnen yang mendasarinya, namun bila unit berada
diluar seksi tersebut, maka KP PDIP 5.29 diterima oleh seksi yang
mempunyai tugas melakukan urusan restitusi sesudah disetujui oleh
Kepala Iantor Pelayanan Pajak dengan penantar KP PDIP 5.41.

Data Hutang Pajak

Data hutang pajak adalah hutang pajak lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat(l) UU no.6 / 1983, diterima dari subseksi
TUPP/Penagihan. Untuk perhitungan dengan hutang pajak yang akan
datang atau dengan hutang pajak atas nama wajib pajak lain, didasarkan
pada swat permohonan wajib pajak  (yang berhak atas kelebihan
pembayaran pajak). Seksi yang bertugas melakukan urusan restitusi
meneliti  kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Apabila
dijumpai  kekurangan atau  kesalahan  maka seksi  itu  segera

menyampaikan hal tersebut ke seksi / subseksi yang bersangkutan.
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Apabila semua dokumen telah lengkap dan benar, maka kelebihan

pembayaran pajak dapat diproses sesuai prosedur,

2.1.9 Prosedur Adninistrasi Pengembalian Kelebihan Pajak Pertamidbxahan
Nilai Pada subseksi Tata Usaha Penerinaan dan Restitusi Pajak.

I).

2).

3).

3)

Pencatatan Dokumen Yang Diterima
Surat ketetapan pajak lebih bayar/SKPLB (KP PDIP 5.29) dicocokkan
dengan surat pengantarnya. Setelah cocok, dicatat pada Buku Restitusi
(KP PDIP 5.22).
Penerimaan Surat Permohonan.
Dalam hal wajib pajak belun mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (pada SKPLB tidak tertera nomor/tanggal
permohonan), maka seksi penerimaan dan keberatan akan menerima surat
permohonan dari wajib pajak dan surat ini dicatat pada buku restitust.
Permintaan Data Utang Pajak.
Setelah menerima SKPLB, Seksi Penerimaan dan Keberatan minta data
utang pajak pada seksi Penagihan/ TUPP dengan menggunakan formulir
Permimaan Data Utang Pajak (KP.PDIP 5.4). Formulir tersebut dibuat
dua lembar, dan disampaikan semuanya dimana lembar pertama akan
diterima kembali oleh Seksi Pencimaan dan Keberatan. Data Utang Pajak
yang diterima akan dicatat pada Buku Restitusi dan Pemberian Bunga
(KP.PDIP 5.22).
Dalam hal wajib pajak mempuiyai cabang di KPP lain, perlu
dimintakan konfirmasi apakah ada utang pajak dari wajib pajak tersebut
yang ditatausahakan di KPP lain. Permintaan konfirmasi tersebur
dilakukan pertelepon atau melalw faksimili, sedangkan jawaban dan
KPP lain dilakukan secara tertulis dalam waktu 7 hari sesudah
menerima permintaan tesebut.
Berkas Restitusi dan Kartu Restitusi (KP PDIP 5.41).
Dokumen tersebut digabung menjadi satu sebagai berkas restitusi.
Selanjutnya restitusi diproses dengan Berkas Restitusi. Dokumen lain
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4)

)

6)

yang dibuat dalam rangka penyelesaian restitusi, digabung dalam berkas
ini juga.

Dibuatkan Kartu Restitusi(KP PDIP 5.41) untuk setiap wajib pajak yang
berlaku untuk selamanya. Kartu tersebut akan dapat dicegah agar jangan
sampai terjadi dua kali pemindahbukuan/pemberian restitusi atas satu
SKPLB. '

Pembuatan Nota Penghitmgan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak (NPPEPP/EP PDIP 5.28).

Proses restitusi diawali dengan pembuatan NPPEPP/EP PDIP 5.28 yang,
isinya adalah ringkasan data-data yang diperlukan untuk memproses
restitusi vaity kelebihan pembayaran pajak, utang pajak dan permchonan
(Isi Berkas Restitusi).

Pengarnanan Restitusi.

Pada wakiu memproses restitusi harus dicek apakah terhadap SKPLB
dimaksud pemnah dilakukan kompensasi (perhitmgan dengan utang
pajak lain) dan atau penerbitan SKPEPP dan SPMEP. Penelitian 1m
diperiukan agar jangan sampai KPP dua kali melakukan
pemindahbukuan/menerbitkan SKPKPP/SPMEP terhadap satu SKPLB.
Pembuatan Bukti Pemindahbukuan(KP PDIP 5.3).

Yang langsung dilakukan pemindahbukuan yang menyangkut perhitungan
kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak . Dalam rangka itu,
dibuat Bukti Pbk dimana dilakukan pemindahan dari rubrik pajak yang

lebih bayar ke rubrik pajak yang masih terutang.

7) Pembuatan Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran

Pajak(SK.PEPP/KP PDIP 531) dan Sura’ Perintah Membayar
Kelebihan Pajak(SPMKP/KP PDIP 5.32).

Jika setelah dilakukan penghitmgan dengan utang pajak yang lain masih
ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut akan
dikembalikan dengan menerbitkan SKPKPP dan SPMEP dalam jangka
wakfn eu bulan sejak permohonan diterima atau  diterbitkannya

SKPLB.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

SKPKPP merupakan keputusan untuk mengeluarkan uang dari kas

" negara, sedangkan SPMKP merupakan perintah kepada Bank Tunggal/

Bank Operasional untuk mengeloarkan uang sesuai  jumlah  yang
tercantum dalam SKPKPP/SPMEP.

Pengetikan SKPKPP dan SPMKP  harus dilaksanakan dengan
cermat/rapi tanpa kesalahan, untuk menghindarksn dari penolakan oleh
Bank Pembayar dan apabila utang pajak yang lain jumlahnya sama atan
lebih besar daripada jumlah pajak menurut SKPLB atau Perhitungan
Lebih Bayar atan pajak  disumbangkan kepada kas negara, maka
SKPEPP dan SPMEP tidak perlu dibuat.

8) Penandatanganan SKPKPP dan SPMEP.

9

Rerkas Restitusi disertai daftar pengantar SKPLB disampaikan kepada
Kasubsi TUPPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Fasi Penerimaan
dan Keberatan serta Kepala KPP, Restitusi diproses berurutan menurut
diterimanya SKPLB kecuali dipandang perfu penelitian seperluny?.
Disertakammya daftar pengantar SKPLB dimaksudkan agar pimpinan
meyakini keabsahan SKPLB dimaksud _
Lembar ke | dan 2 SKPEPP ditandatangani, sedangkan lembar
lainnya dipergunakan stempel tandatangan.
- Lembar ke 1 s/d 4 SPMEYP ditandatangani, sedangkan lembar lamnya
dipergunakan stempel tandatangan.
Pendistribusian Bukti Pbk, SKPKPP dan SPMKP.
Setelah Bukti Pbk, SEPKPP dan SPMKP ditandatangani dan berkas
Restitui diterima kembali oleh Sub Seksi TUPPR maka dilakukan
pendistibusian dokumen sebagai berikul:
Bukti Pemindahbukuan (Pbk):
lebar ke-1 :  untuk Wajib Pajak
lembar ke-2 - untuk Sub Seksi Rekonsiliasi
lembar ke-3 :  untuk Sub Seksi Rekonsiliasi
jembar ke-4 - untuk arsip Sub Seksi TUPPR
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SKPEKPP:

Jembar ke-1
lembar ke-2
lembar ke-3
lembar ke-4
lembar ke-5

lembar ke-6

SPMEF:

Lewabar ke-1

Lembar ke-2

Lembar ke-3
Lembar ke-4
Lembar ke-5
Lembar ke-6
Lembar ke-7

Lembar ke-R

untuk Wajib Pajak
. unt\uk Bank Pembayar

mnfuk FPEN
- untuk Kantor Tata Usaha Anggaran
- untuk Kanwil Ditjen Pajak

. untuk arsip (berkas Restitusi)

- untuk Bank Pembayar, sesudah divangkan

disampaikan ke KPEN

- untuk Bank Pembayar, sesudah dinangkan

disampaikan ke KPP

. untuk Bank Pembayar

mtuk Wajib Pajak
untuk KPEN

untuk arsip KPP
untuk Biro Keuangan

untuk Kanwil Ditjen Pajak

10) Penyimpanan Bukti Pbk, Berkas Restitusi dan Dokumen Lain
Sub Seksi TUPPR menerima lembar ke-3 Bukti Pbk dari Sub Seksi

Rekonsiliasi, kemudian digabungkan dalam Berkas Restitusi.

16

Berkas Restitusi disimpan berurutan dan teratuir dalam satu tahun.
Dolumen yang melengkapi KP PDIP 5.29 dikembalikan ke unit

yang semula menatausahakannya.

Kartu Restitusi digimpan tersendiri berurutan abjad.
11) Pengamanan SKPLB
Setelah proses restitusi selesai dilakukan, maka SKPLB harus dibubuhi
cap yang mudah terbaca dan menunjukkan bahwa atas SKPLB tersebut
telah dilakukan kompensasi/penerbitan SKPKPP/SPMKP. Dengan

demikian akan terhindar dua kali restitusi.
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12) FKoordinasi dengan Instansi Lain

Dalun rangka mengamankan dan melancarkan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, KPP perlu melakukan koordinasi dengan Bank
Pembayar (Bank Indonesia/Operasional) dan KPKN menyangkut:

a  Kepala KPP menyampaikan spesimen tandatangannya dan pejabat

yang diberi wewenang umfuk menandatangani SPMKP (Jika 1a
berhalangan) kepada Bank Pembayar.

b. Bank Pembayar ditentukan oleh Ditjen Anggaran/KPKN.

C.

2,

Penyampaian SPMKP ke Bank Pembayar dan KPEN dilakukan
dengan  ekspedisi  khusus  oleh petugas yang  ditunjuk
(Kep.Menkeu. No:1121/KMK.04/1991).

Penyampaian SPMKP ke Bank Pembayar dan KPKN dilakukan
segera setelah ditandatangani.

Pemberitahuan ke KPKN apabila akan meperbitkan SPMKP
dalam jumlah besar dengan tujuan agar dananya tesedia, dengan
demikian penguangan SPMEP tidak tertunda.

13) Penguangan / Pembayaran SPMEP
a Penguangan SPMKP dilaksanakan oleh Bank Pembayar dengan

d.

cara mentransfer/memindahkan jumlah pengembalian kelebiban
pembayaran pajak ke rekening wajib pajak pada Bank yang
tertera pada SPMEP, sedangkan wajib pajak yang bersangkutan
tidak perlu datang/tidak perlu membubuhkan tandatangan
penerinaan.

Apabila dalam SPMKP tidak tertera Bank dan nomor rekening
wajib pajak, maka pembayaran dilakukan setelah wajib pajak
menandatangani lembar-1, ke-2, dan ke-3 SPMKP.

Setelah SPMKP divangkan, maka SPMKP lembar ke-2 akan
diterima kembali oleh KPP dari Bank Pembayar, selanjutnya
dicatat pada buku realisasi restitusi (KP PDIP 5.36).

SPMEP tersebut dicocokkan dengan buku restitusi. Setelah
diketahui bahwa SPMEP lembar ke-2 dimaksud benar, dicatat
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tanggal penguangan pada kolom keterangan/baris wajib pajak
yang bersangkutan.

e. Dilakukan perekaman atas SPMEP lembar-2 oleh sub seksi
TUPPR. alau seksi Pengolahan Data dan Informasi/Pengolahan
Data dan Tata Usaha Perpajakan sesual program yang
diaplikasikan pada KPP bersangkutan.

{ SPMEP yang telah dirckam, disimpan oleh Sub Seksi TUPPR
berurutan tangeal penguangannya sebagaimana dicatat pada Buku
Realisasi Restitusi.-

2.1.10. Pemberian Bunga

Pemberian Bunga adalah pembayaran kepada wajib pajak karena Fantor
Pelayanan Pajak terlambat menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajalk
(SPMEP) setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Pada pasal 11 ayat
(3) Undang-Undang No.6 Tahun 1994 dijelaskan bahwa apabila pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan
pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan afas kelambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. dihitung dari saat berlakunya batas waktu
sebagaimana  dimaksud (1 bulan) sampai dengan saat dilakukan pembayaran

kelebilan pembayaran pajak.

2.1.11. Kenzmekinan- Kenumgkinan  yang dapat timbul  dalam pengajuan
permwhons Pergendalian kelebihan Pajak Pertanbahan Nilai
A. Timbulnya Faktur Pajak Fiktif
Faktur Pajak Tiktif  merupakan Penyalahgunaan hak pengembalian
kelebiban pembayaran pajak (restitusi PPN) oleh wajib pajak yang bukan
merupakan haknya dengan cara membuat fakiur pajak fiktif Untuk  dapat
menghindari penyalahgunaan faktur pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara
mengantisipasi dan memperketal pengawasan mengenai Faktur Pajak yang

diguniakan dalam pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam
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hal memﬁakzm tanggungjawab dari pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebil Bayar..
Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMEP) Lewat Waktu.

SPMEP Lewal Waktu adalah SPMEP yang tidak dinangkan pada tahun
anggaran  yang  bersangkutan  (Pasal 2 ayat  (3) dun (1)  Menken
No LI 2/EMEL041991), Hal i ditanda dengan  diterimianya kembali
SEPEPP dan SPMIP dari Bank Pembayar dan F.PEN tanpa tanda penguangan.
SKPEPP dan SPMICP Lewat Waktu tersebut, dicatat pada Buka SPMEFP batal
(KP PDIP 5.23) kemadian disimpuan dalam berkas restitusi (SPMEKP batal).
Prosedur agar wajib pajak dapat menerima kembali haknya adalah dengan
mengajukan  perohonan  kepada  Kantor  Pelayanan Pajak. Jika surat
permohonan tersebut diterima oleh KPP, maka dicatat dalam buku restitus: (KP
PDIP 5.22) dan dicck bahwa SKPFKPP/SPMEP terdahulu sudah diterima
kembali dari Bank dan KPEN kemudian diproses. Jika ada keraguan mengenai
belum divangkannya SPMEP vang dimaksud, maka dimintakan konfirmasi ke
Buank dan KPFN. Permohonan penggantian SKPF.PP Pengganti (KP PDIP 5.31)
dan SPMEP (K0P PDIP 5.32). Pada setiap penggantian SKPKPP/SPMEP
dilakukan lagi perbifungan dengan hutang pajak yang lam. SEPKPP Pengant’
dan SPMEP yang baru dicatat pada Buku Restitusi. Dalam hal SPMEP belum
divangkan pada tahun anggaran lalu, wajib  pajak dapat mengajukan
permohonan secara terfulis apabila dia masih berkehendak untuk menguangkan
SPMEP vang telah lewal waktu atan akan menyumbangkan kelebihan
pembayaran pajakuya (termasuk pemberian bunga) kepada negara Hal imi
dilakukan setelah menerima kembali SKPKPP dan SPMEP yang belum
diuangkan tersebut dari Bank Tunggal/Bank Operasional 1 Dan KPKN.

| SPMEP/SEPKPP Hilang

Femungkinan SPMEP  hilang  dapat terjadi - schingga menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak tidak dapat divangkan. Prosedur agar wajib pajak
dapat mengatasi dan agar hak wajib pajak dapat diperoleh kembali adalah
sebagai berikut:
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1.

2.

SPMEP Hilang Ditangan Wajib Pajak.

Wajib Pajak segera memberitahu Bank '[‘migganBmﬂc Operasional 1 untuk
segera memblokir pembayaran SPMKP yang bersangkutan. Pemberitahuan
juga disampaikan kepada KPP yang menerbitkan SPMKP dan Kantor Polisi
setempal. Berdasarkan laporan tersebut KPP segera mengirim
pemberitahuan tertulis kepada Bank untuk memblokir pembayarannya dan
meminta kembali SPMKP vyang sudah disampaikan kepada Bank dan
KPEN.' Penggantian SPMKP dilakukan setelah KPP menerima Surat
Keterangan dari polisi dan lembar-lembar SPMKP semula dari Bank dan
KPKN, paling lambat satu minggu setelah menerima surat-surat tersebut.
Pengeantian SPMEP diawali dengan menerbitkan SKPKPP Pengganti (KP
PDIP 5.31) dan dalam hal ini dilakukan lagi perhitungan dengan hutang
pajak yang lain kemudian dokumen dicatat pada Buku Restitusi sedang
SKPKPP/SPMEP yang dibatalkan, dicatat pada Buku SPMKP Batal (KP
PDIP 5.23).

SPMEKP Hilang Dalam Perjalanan.

Wajib Pajak supaya memberitahu KPP bahwa ia belum menerima SPMKP
dan memohon pada KPP untuk menerbitkan penggantinya. Dengan adanya
laporan tersebut, KPP akan melacak kehilangan tersebut ke Kantor Pos
untuk melihat siapa yang menerima SPMKP tersebut. Bila ternyata SPMKP
disampaikan kepada yang tidak berhak, maka KPP segera mengirimkan
pemberitahuan ferfulis kepada Bank dan KPKN untuk memblokir
pembayarannya dan minta agar Bank/KPKN mengirim kembali lembar-
lembar SPMEKP yang telah diterimanya Berdasarkan surat permohonan
wajib pajak tersebut dan setelah menerima kembali lembar-lembar
SPMKP dari Bank/KPKN, maka KPP akan menerbitkan SKPKPP
Pengganti dan SPMKP yang baru.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember .

2.2. Landasan I:\hrmatif / Undang-Usxdang
Dasar Hukwn / Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam
pelaksanaan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak antara lain :
4 Undang-Undang No.6 ‘Th.1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No.9 Th.1994 tentang Fetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
1 Undang-Undang No.8 Th. 1983 sebagaimana diubal dengan Undang-Undang
No.11 Th.1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang mewah.
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BAB Il
TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

3.1. Tahap Persiapan

Dalam penyusunan laporan ini penulis melakukan persiapan-persiapan yang

diperlukan dalam rangka pengumpulan dan pencarian data yang akan digunakan

dalam penyusunan laporan ini. Persiapan-persiapan vang dilakukan adalah sebagai

berikut:

a Menentukan lokasi dan waktu
Lokasi yang penulis gunskan adalah lokasi yang digunakan penulis sebagai
{emnpat magang dalam rangka program magang yang merupakan salah satu mata
kuliah pada semester akhir dari program Diploma ITI Perpajakan Fakultas Ilmu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember.
Penulis sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan menentukan lokasi magang
pada Fantor Pelayaian Pajak di Surabaya Gubeng. Diharapkan penulis dapat
menyusun laporan dari lokasi magang dan tanpa mendapatkan kesulitan dalam
mengumpulkan Jata yang diperlukan.

b. Melakukan Persiapan Khusus
Penulis melakukan persiapan  wawancara dengan menyusun beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Administrasi Pengembalian
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

¢. Penyusunan Data
Dari wawancara tersebut penulis memperoleh data yang diperlukan dan yang
dapat dihubungkan dengan berbagui sumber data lainnya dan dari Undang-
Undang yang berlaku schingga data tersebut dapat tersusun dan dapat penulis

gunakan dalam penyusunan laporan.

al
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3.2. Tahap Pengungpulan Data

Metode pepgumpulan data yang penulis gunakan Jalam penyusunan laporan ini

adalah sebagai berikut:

d.

b

Metode wawancara (Interview)

Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara inengadakan
wawancara dan fanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait
guna memperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat memperkuat data yang
dibutubkan dalam demi kelancaran penyusunan laporan ini.

Metode Observasi (Pengamatan)

Tehnik pengumpulan data vang diperoleh dengan jalan melakukan pengamatan
secara langsung dilapangan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak guna

memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

. Studi FKepustakaan

Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data
melalni  literatur-literatur  yang berhubungan dengan masalah yang akan

dibahas.

3.3. Tahap Pengolalun Data
Data yang diperoleh penulis dari hasil pengamatan yang (elah dilakukan pada

waktu pelaksanaan program magang pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya

Gubeng, terdiri atas dua sumber, yaitu:

a Sumber data Primer

Data vang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara untuk
memperoleh keterangan dan penjelasan dari pihak yang berkompeten dan diakui
kemampuaniys yang berkaitan dengan masalali yang disusun dalam laporan ini.

Dalam hal ini adalah Karvawan Eantor Pelayanan Pajak.
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b. Sumber Data Selander
Datg-data  tertulis  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan
perpajakan, buku literatur, majalah-majalah, tulizan-tulizan atan makalah yang
dapat ;Iijaclik:u: tandasan teontis dalam penyusunan laporan. Dari sumber data
yang diperoleh tersebut dikumpulkan, disusun dan diolah kembali sedemikian
rupa dengan jalan menghubingkan dan memadukan data yang berkaitan dengan
pemxaﬁalahml Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai.

3.4, Tahap Analisis Data

S,

Analizis data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah
Deskriptif Kualitatif yaitn Analisa yang diperoleh dari wawancara (Interview)
dan studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang dianalisa

untuk mencapa kejelasan dart masalah yang dikaji.

Tahap Eesingrilan

Kesimpulan dalam sunatu permasalahan harus berdasarkan pada data yang
diperoleh dalam kegiatan penelifian dan yang telah dianalisa, sehingga dapat
ditentukan jawaban dari masalah yang dikemukakan. Dalam menarik kegimpulan
dari penelitian digunakan Metode Deduktift Metode Dedukiif adalah cara
menarik  kesimpulan berdagarkan hal-hal yang bersifat umum untuk dapat
disimpulkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih khusus.
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GAMPBARAN UMUM LOKASI PROGRAMMAGANG

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Magang
Kantor Pajak di kota Surabaya pada awalnya hanya ada sat yang berupa

Kantor Inspeksi Kevangan. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Direktoral
Jenderal, Kantor Inspeksi Kenangan diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak
Surabaya Kota Surabaya semakin lama semakin berkembang dengan pesat, hal imi
mendorong Pemerintuhi untuk mengembangkan Kantor Inspeksi Pajak tersebut
dengan membagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya

2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Gresik, dan Sidoarjo
Semakin lama kota surabaya semakin mengalami perkembangan dan kemajuan,
keadaan seperti ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah pengusaha-
pengusaha, yang mana pengusaha (ersebut merupakan wajib pajak yang akan
diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib
Pajak, Pemerintah berusaha untuk menambah kantor pembayaran pajak guna
mempermudal Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Maka dari itu
pada tahun 1971 Pemerintah membagi lagi Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3
(tiga) bagian, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara

2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur
Kemudian pada tahun 1988 dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kantor Tnspeksi Pajak Surabaya Utara

2. Kantor inspeksi Pajak Surabaya Selatan

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur

4. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat
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Pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Direktorat Jenderal Pajak
mengadakan  pengorganisasian sohingga Kantor-kantor Inspeksi Pajak  dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Kantor Inspeksi Pajak
2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Pada Undang-undang Perpajakan tahun 1983 dijelaskan bahwa pemungutan

pajak memakai sistem Self Assessment dimana Wajib Pajak dipercaya oleh
pemerintah untuk melapor, menghitung, dan membayar sendiri hutang pajaknya, oleh
karena itu Kantor Inspeksi Pajak berfungsi sebagai Kantor Pelayanan Pajak Farena
sesual dengan fugasnya yaitu melayani wajib pajak.
Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya, masing-masing mempunyai nama yang diambil
berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar. Dan sesuai dengan Surat Keputusan
tersebut pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya menjadi
sebagai berikut :
1. KPP Surabaya Utara yang bermnama KPP Surabaya Krembangan

Meliputi wilayah sebagai berikut;

a Kecamatan Krembangan

b. Kecamatan Semampir

¢. Kecamatan Pabean Cantikan

d. Kecamatan Bubutan

.t"’

KPP Surabaya Selatan yang bernama KPP Surabaya Tegalsari.
Meliputi wilayah sebagai berikut;

a. Kecamatan Tegalsari

b. Kecamatan Genteng

¢. Kecamatan Wonocolo

d. Kecamatan Wlonokmmo

3. KPP Surabaya Timur yang bernama KPP Surabaya Gubeng,
Meliputi wilayah sebagai berikut;

a  Kecamatan Gubeng

b. Kecamatan Rungkut

¢. Kecamatan Sukolilo
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d. Kecamatan Simokerto
e. Kecamatan Kenjeran
£ Kecamatan Tambaksari
4. KPP Surabaya Baral yang bernama KPP Surabaya Sukomanunggal.
Meliputi wilayah kerja sebagi berikut:
a. Kecamatan Sukomanunggal
b. Kecamatan Sawahan
¢. Kecamatan Tandes
d. Kecamatan Benowo
Kemudian  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI
No.O4/KMK.01/1994  Jakarta tanggal 29 maret 1994, melampirkan
Pengorganisasian, sehingga Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Surabaya
khususnya terdiri dari 6 (enam) KPP, yaitu:
1. KPP Surabaya Krembangan yang meliputi wilayah scbaga berikut:
a Kecamatan Krembangan
b. Kecamalan Pabean Cantikan
¢. Kecamatan Semampir
2. KPP Surabaya Tegalsari yang meliputi wilayah sebagai berikut:
a.  Kecamatan Tegalsari
b. Kecamatan Asemrowo
¢. Kecamatan Sawahan
d. Kecamatan Dukuh Pakis
KPP Surabaya Gubeng yang meliputi wilayah sebagai berikut:

s

a.  Kecamatan Gubeng
b. Kecamatan Tambaksari
¢. Kecamatan Kenjeran
d. Kecamatan Mulyorejo
e. Kecamatan Sokolilo
4. KPP Surabaya Sukomanunggal yang meliputi wilayah sebaga berikut:
a. Kecamatan Sukomanunggal

b. Kecamatan Tandes
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¢. FKecamatan Benowo
d. Kecamatan Lakarsantri
5. KPP Surabaya Genteng yang meliputi wilayah sebagai berikut:
a Kecamatan Genteng
b. Kecamatan Bubutan
¢. Kecamatan Simokerto
6. KPP Surabaya Wonocolo yang meliputi wilayah sebagai berikut:

Kecamatan Wonocolo

a
b. FKecamatan Wonokromo
¢.  Kecamatan Jambangan

Kecamatan Earangpilang

e. Fecamatan Gayungan

{ Kecamatan Wiyung

g Kecamatan Tenggilis Mesjoyo

h.  Kecamatan Gunung Anyar

i, Kecamatan Rungkut

Demikian sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng dan
diharapkan dari adanya pembagian Kantor Pelayanan Pajak tersebut akan dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dengan mempermudah

pengawasan dan pelaksanaannya dalam peningkatan sumber penerimaan negara.

4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
4.2.1. Struktur Organisasi

Pada dasarnya penyusunan struktur organisasi sangat penfing dalam suatu
Instansi / Kantor. Farena dengan adanya struktur organisasi tersebul parda pelaksana
organisasi akan dapat mengetahui dan memahanm dengan mudah fentang tugas,
wewenang, dan tanggungjawabnya. Struktur organisasi merupakan pembagian tugas
yang memadukan orang-orang yang ada pada suatu organisasi untuk dapat saling
bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan daripada organisasi tersebut. Tujuan

dari Struktur Organisasi adalah agar dapat digunakan sebagai pedoman dan
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pegangan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya serta demi

terwujudnya suatu sistem kerja yang baik.

4.2.2. Uraian Tugas

Tugas dari masing-masing bagan struktur organisasi Fantor Pelayanan Pajak

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

E\J

Kepala Kantor Pelayunan Pajak, mempunyai tugas sebagai bertknt:

a

b.

Bertangeungjawab sebagai Fepala KPP dan Bertanggungjawab juga kepada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( Kanwil Ditjen Pajak ).
Menkoordinir semua pelaksanaan tugas perpajakan baik penetapan teknis

maupun administrasi.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyal tngas: melakukan wrusan tata usaha,

kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Sub Tata Usaha meliputi:

a

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
Urusan Keuangan, mempunyai tugas:

Melakukan urusan keuangan.

Urusan Rumah Tangga, mempunyai fugas:

Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Seksi pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas: melakukan urusan

pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta

melakukan tugas ekstensifikasi wanb pajak.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi meliputi:

a.

Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran, mempunyai tugas:

Melakukan urusan tata usaha data masuk dan data keluar dan mengecek
kelengkapan dan kebenaran formal data masuk dan data keluar.

Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas:
Melakukan pengolahan data dan informasi.

Suib Sekst lenggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi wajib pajak,

mempunyai fugas:
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Melakukan wkuran penggalian potensi pajak dan mencari  data untuk
ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak.

Sekei Tata Usaha Perpajakan, mempunyai tugas: melakukan urusan tata usaha

wajib pajak, penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta penerbitan

surat ketetépzm pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan melipufi:

2 Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas:
Melaksanakan urusan pendaflaran wajib pajak dan penyampaian Surat
Pemberitalman (SPT).

b, Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunya tugas:
Me laksanakan wusan penerimaan dan pengecekan SPT.

c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas:
Melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan Berkas
Waijib Pajak.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas: melakukan urusan dan

pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan

pembayaran masa seria melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan
tahunan pajak penghasilan.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan meliputi:

a  Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan,
mempunyal tugas:

Malakukan wrusan penatausahaan dan pengecekan sural pemberitalhuan serta
memantay dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa pajak
penghasilan perseorangan.

b. Sub Seksi Verifikasi Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas:
Melaksanakan vrusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan
pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak tidak terdaflar, wajib pajak
yang tidak meniasukkan sural pemberitahuan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai  tugas: melakukan  urusan

penatausabaan dan pengecekan surat pemberitahaan masa serta melakukan

verifikasi atas sural pemberitahuan masa dan tahunan PPh Badan.
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Seksi Pajak Penghasilan Badan meliputi:

a Sub Seksi Pengawasan Pembayaran niasa Pajuk Penghasilan Badan,

mempunyai tigas:
Melukukan  wrusan  pemantanan, penatausahaan, pembayaran masa,
penelashan penyusunan  laporan efektifitas pembayaran masa, urusan
penerimaan, penatansahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa PPh
Badan, wajib pajak yang lidak terdaflar dan yang tidak memasukkan surat
pemberitahuar masa PPh Badan.

b. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas:
Melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan PPh
Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat
pemberitahuan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyal tugas:

melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitabuan masa,

memantan dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi
atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan pajak
peunghasilan. ‘

Seksi Pemotongan danm Pemungutan Pajak Penghasilan meliputi:

a2 Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh,

mempunyai tugas:
Melakukan urusan  pemantanan, penatausahaan pembayaran  masa,
penelaahan dan penyusunan lalaporan efektifitas pembayaran masa, urusan
penerimaan dan surat pemberitehuan pajak dengan penghasilan karyawan,
rekanan, sewa deviden, dan royalti.

b, Sub Seksi Verifikasi Pemungutan dan Pemotongan PPh, mempunyai tugas
Melakukan wusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan
PPh rekanan, sewa, deviden, bunga, dan royalti pajak yang tidak terdaftar
dan tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyal

tugas: melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan

masa, memantan dan menyusun Japoran perkembangan PEP dan kepatuhan surat
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pemberitahnan masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan

urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPN, PPn Bm , dan PTLL.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya meliputi

qa.

Sub sekst PPN Industri, mempunyai tugas:

Melakukan wusan penerimaan, penatansahaan dan  pengecekan surat
pemberitahuan masa, memantan dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PEP dan kepatuhan surat
pemberitahnan masa serata melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor
industri.

Sub Seksi PPn Perdangan, mempunyai tugas:

Melakukan wrusan  penerimaan, penatausahaan  dan  pengecekan  surat
pemeberitaluan masa, pemantay dan menatansahakan permbayaran masa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PEP dan kepatuhan surat
pemberitahuan faktur pajak pada scktor perdagangan.

Sub Seksi PPN dan PTLL. mempunyai tugas: _
Melakukan wrusan penerimaan, penatauszhaan dan pengecekan surat
pemberitahuan masa, memantan dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PEKP dan kepatuhan surat
pemberitaluan faktur pajak pada sektor jasa dan pajak tidak langsung
lainnya.

Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL mempunyai thgas:

Melakukan urusan verifikasi surat perberitahuan masa PPN dan PPn Bm
dan PTLL, PEP yang tidak terdaflar dan yang tidak memasukkan surat

pemebritahuan masa

Seksi Penagihan, mempunyai tugas: melakuakan urusan tafa usaha piutang pajak

dan penagihan wajib pajak.

Seksi penagihan meliputi:

a.

b.

Sub Seksi Tata Usaha Pintang Payak mempunyai tugas:
Melakukan urusn tala usaha piutang dan tunggakan pajak.
Sub Seksi Penagihan, mempunya tugas:

Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa
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10. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas : melakukan urusan tata
usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi peiubayaran pajak dan penyeleseaian
keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan melipuli :

4 Sub seksi Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian Restitusi mempunyai
tugas : melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak,
pembukuan restitusi | membuat regester pemindahbukuan, mengolah dan
menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serata mempersiapkan
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan
Surat Perinfah Membayar Kembali Pajak (SPMKP).

b. Sub seksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas :

Melakukan wusan  rekonsiliasi  penerimaan  pajak, pengolahan  dan
penyaluran Sural setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

¢.  Sub seksi Keberatan PPh, mempunyai tugas :

Melakukan wusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh.

d. Sub seksi Feberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas :

Melakukan wusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, PPNBM
dan PTLL.

11. Kantor Penyuluhan Pajak, mempunyai tugas : melakukan urnsan penyuluhan dan
konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak.

Kantor Penyuluhan Pajak meliputi :

@ Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas
Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan, mempunyai tugas :
Melakukan penyuluban serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak, mempunyai tugas :
Melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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13. Kelompok Tenaga Fungsinaol Pejabat Sita Pajak Negara, mempunyai tugas :
Melaksanakan penagihan pajak negara sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang berlak

4.3. Uraian Tugas Sumber Data Utama
Dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul Pelaksanaan

Adminstrasi Pengembalian Felebihan Pembayaran Pajak Petambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng Sumber data utama yang ditempati

penulis adalah pada sub seksi Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian Restitusi

dari seksi Penerimaan dan Keberatan, Adapun Uraian Tugas dari Sub Seksi tersebut
adalah sebagai berikul:

1. Mengedit daftar rekap cx KK 26 ExSPH Terima, Pbk, Retur LP3 (SSP lembar
ke-2), ex SPMKP yang diuangkan untuk bahan pencatatan komputer.

2. Menyiapkan laporan penerimaan pajak (LPP-1I).

3. Menatausahakan SKPLB, PLB, dan data utang pajak yang diterima “dan
TUPP/Penagihan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak yang meminta
pengembalian kelbihan pajak.

4. Menyelenggaakan pemindahbukuan (Pbk) dan kompensasi pembayaran pajak

N

Menatausahakan SPMEP yang batal karena salah penerbitannya atan rusak agar
SPMEP tersebut tidak dipergunakan oleh pihak-pihak lain  yang tidak
berkepentingan sebagai bahan penerbitan SPMEP pengganti.

6. Menatausahakan SPMKP vang telah divangkan oleh wajib pajak untuk tertib
administrasi.

7. Menyiapkan SPMEP/SKPKPP peagganti atas SPMEP/SKPKPP yang tidak
dinangkan karena lewat waktu/lewat tahun anggaran.

8. Menaftausahakan BPP.

9. Menerbitklan laporan perbendaharaan 8 ( P.8 ) atas dasar yang telah diuangkan
dari Bank Pembayar untuk mengetahui realisasi pengembalian pajak pada KPP
yang bersangkutan.

10, Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas para pelaksana pada sub seksi

TUPPR untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.4 Permasalahan

Penulis jngin membahas tentang Bagaimana pelaksanaan administrasi
pengembalian kelebihan pembayaran pajak khuusnya pada Pajak Pertambahan Nilai
pada Fantor Pelayanan Pajak di Surabaya Gubeng, apakah sudah terlaksana dengan
baik Dan adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengembalian

Pembayaran Pajak tersebut.

4.5 Pembahasan
4.5.1. Proses Pelaksanaan Pengenbalian Kelebilum Pembayaran Pajak

Pertambalimn nilai ofeh sub seksi Tata Usaha Peperinman dan

Pengenbalian Restitusi

Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai
diawali dengan adunya pengajuan permohonan dari wajib pajak atas kelbihan
pembayaran pajak pertambahan nilai. Akan tetapi apabila perhitungan kelebihan
pembayaran sudah dimasukkan kedalam perhitungan pajak pada waktu mengisi
Surat Pemberitahuan, maka saat memasukkan SPT tersebut sudah dianggap telah
memasukkan surat permohonan, sehingga wajib  pajak  tidak periu lag
menyampaikan surat permohonan. Kelebihan Pajak tidak harus dimiota kembali
(Restitusi), tetapi juga dapat dikompensasikan atan  dimintakan  untuk
dipindahbukukan ke hutang pajak yang lain atau ke bulan berikutnya.

Dan apabila pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai dilakukan
melewali batas wakfu yang telah ditentukan yaitu 12 bulan, maka atas kelambatan
pembayaran kelebihan pajak pertambaban pilai tersebut pemerintah akan
memberikan bunga 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dar1 saat berlakunya
batas waktu 1 bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
diterbitkan, dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(SKPKPP) juga harus diterbitkan paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat
permohonan dari wajib pajak.

Administrasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan
pembayaran PPN adalah diawali dari adanya permohonan dari wajib pajak atau

pengusaha kena pajak yang menyerahkan surat permohonan ke Tempat Pelayanan
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Terpadu (TPT). Kemudian oleh petugas TPT diberikan tanda bukti surat
permohonan pengembalian pembayaran PPN dengan membuatkan daftar pengantar.
Kemudian surat permohonan dan daftar pengantar tersebut segera dikirimkam
kepada seksi PPN dan PTLL. Dari seksi PPN dan PTLL, surat permohonan tersebut
dimasukkan pada masing-masing sub seksi yang ada pada seksi PPN dan PTLL.
Setelah masuk pada masing-masing subseksi, kemudian dilakukan pemeriksaan yang
langsung diawasi oleh Kepala Seksi PPN dan PTLL. Sesudah dilakukan
pemeriksaan tersebut segera dikirimkan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk
minta persetujuan atas permohonan kelebihan pembayaran PPN tersebut.

Setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani kemudian diberi nomor
wut pemeriksamn dan diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) untuk
segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Setelah SKPLB
diterbitkan beserta dafiar pengantarnya, oleh seksi TUP segera dikirimkan ke seksi
Penerimaan dan Keberatan, pada seksi Penerimaan dan Keberatan dimasukkan padu
sub seksi vang bertugas memproses Restitusi yaitu Sub Seksi TUPPR ( Tata Usaha
Penerimaan dan Pengembalian Restitusi). Setelah menerima SKPLB beserta daftar
pengantarnya segera meminta data utang pajak pada sub seksi Tata Usaha Piutang
Pajak (TUPP) pada seksi Penagihan dengan menggunakan formulir permintaan data
utang pajak (KP PDIP S.4). Formulir tersebut dibuat dua lembtar, yang disampaikan
semuanya dimana lembar pertama akan diterima kembali oleh sub seksi TUPPR.
Data utang pajak yang diterima, dicatat pada Bukn Restitusi dan Pemberian Bunga
(KP PDIP 5.22), hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui apabila wajib pajak /
Pengusaha kena pajak mempunyat utang pajak lain.

Setelah mendapatkan data dan konfirmasi dari seksi Penagihan / TUPP,
kerandian dibuatkan Notu Penhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak /
NPPEPP (KP PDIP 5.28) dan pembuatan Bukti Pemindahbukuan (Pbk). Oleh sub
geksi TUPPR dokumen tersebut diteliti kembali kelengkapannya dan diteruskan
pada pelaksana daii sub seksi TUPPR untuk diteliti fagi dan kemudian dicocokkan
dengan surat pengantarnya dan setelah cocok dicatat pada Buku Restitusi (KP PDIP
5.22). Setelah diteliti oleh pelaksana kemudian berkas restitusi tersebut diteruskan

kembali ke sub seksi TUPPR wntuk ditandatangani. setelah  ditandatangani


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 4

diteruskan ke Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan untuk  digetujui  dan
ditandatangani.

Dari seksi Penerimaan dan keberatan diteruskan ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak untuk dittliti dan ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak kemudian dilakukan pengetikan SYPIPP dan SPMEP beserta
daftar pengantarnya. Setelah dilakukan pengetikan, diteliti kembali kebenaran
pengetikan tersebut oleh sub seksi TUPPR dan jika tidak terdapat kesalahan dalam
pengetikan segera ditandatangan yang kemudian diteruskan ke Kepala seksi
Penerimaan dan Keberatan untuk diteliti ulang dukomen tersebut. Setelah disetujui
dan ditandatangani oleh Kepala seksi Peneriman dan Keberatan, diterukan ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan persetujuan atas pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud. Setelah mendapatkan persetujuan dari
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ditandatanganinya SEPKPP dan SPMKP
kemudian diteruskan ke bagian Agendaris untuk pemberian nomor dan tanggal
dikelunarkannya SKPEPP dan SPMKP serfa mencatatnya pada Buku Register.
Kemudian SKPEPP dan SPMEP tersebut segera disampaikan kepada Bank
Pembayar dan K. PEN agar dapat segera dilaksanakan dan tidak tertunda.

Jumlah Surat Perintah Membayar Kembali Pajak ( SPMKP)  yang telal

divangkan dan dapat terealisasi pada tabun 1998 / 1999 dan tahunl999 /

2000, adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1998 / 1999:

PPN  : Rp 11.365.933.633.-
PPnBm: Rp _ 99.658.750.- (%)
Jumlah : Rp 11.465.592.383,-

Pada tahun 1999 / 2000 .

PPN - Rp 11.182.976.525,-
PPnBm : Rp  37.371.250,- ()

Jumlsh : Rp 11.190.347.775,-
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4.52. Kendala-kendala vang ada dalmn pelaksanaan pengenmbxalian kelebihan
penbayaran  pajak  pada sub seksi Tata Usaha Penerinzan dan
Pengembalisn Restitusi.

Dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan
nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng, setelah penulis melaknkan
pengamatan ternyata kendala vang masih ada adalah kurangnya pengetahuan wajib
pajak dalam melaksanakan proses pengembalian pembayaran pajak. Hal ini dapat
diketahui dengan kurangnya kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan
pengembulian pembayaran pajak. Feadaan seperti ini merupakan salah satu dari
kendala yang harus dibadapt oleh pihak wayib pajak dan aparat perpajakan agar
dapat melaksanakan administrasi perpajakan yang baik schingga akan tercipla

kelancaran dalam proses pelaksanaan pengembalian pajak.

4.6 Alternatif Penecahan Masalah

Untuk dapat memecahkan suaty masalah dengan tepat dan efektif, khususnya
pada pelaksanaan administrasi pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
pertambahan nilai, apabila dilihat dari kendala yang masih ada disebabkan karena
dari semua wajib pajak memang masih ada yang belum mengerti dan memahami
akan perpajakan khususnya mengenai proses pelaksanaan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak pertambahan nilai. Uniuk dari pihak aparat pajak untuk selalu
aktif dalam memberikan pengarahan, penjelasan dan penyuluhan kepada wajib
pajak agar dapat memahami akan tata cara pelaksanaan pengembalian pembayaran
pajak yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dalam
pengajuan peugvmlmlhul pembayaran pajak tidak terdapat kurangnya kelengkapan
administrasi yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengembalian pembayaran
pajak. Agar pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak dapat terlaksana dengan
baik maka
|. Dari pihak Aparat tidak boleh menghambat proses permolionan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak pertambahan nila

(]

Pengusaha Kena Pajak / Wajib Pajak yang belum mengetahui dan memahami

tentang prosedur dalam  pengajuan permohonan  pengembalian kelebihan
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pembayaran pajak pertambahan nilai, sehingga perlu diberikan penyuluhan dan
pengarahan yang dilakukan oleh Fantor Penyuluhan Pajak yang ada pada Kantor
Pelayanan Pajak yang gesnai  dengan perafuran penmndang-undangan  yang

berlaku.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

£ 1. Kesingridin

Bahwa Administrasi Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya Gubeng sudah berjalan dengan
baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan vang berlaku, Hal ini tidak luput dar
adanya suatu kerjasama yang baik antara wajip pajak dengan apural pajak, akan
tetapi dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi)
masih sangai diperlukan adanya peran akiif dari pihak aparal pajuk maupun dari
pihak wajib pajak cendiri. Peran aktif’ dari Aparat Pajak tersebut dimaksudkan
dalam memberikan pengetahuan, —wawasat, pendidikan, penjelasan, serta
penyuluhan ataupun ;7-c.ngm'ﬂhan-pvngm'zduu'l bagi Wajib Pajak.

Pada pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak khususnya
pada pajak pertambalian nilai ternyata masih banyak wajib pajak yang belum
mengerti dan meraham mengenai proses pelaksanaannyd. Hal ini merupakan
hambatan dan kendala yang dapat menpengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk ity sangat diharapkan dari pihak
aparal untuk selalu membantn  dan melayani wajib pajak dalam pelaksanan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dimaksudkan agar Wajib
Pajak/Pengusahia  Eena Pajak  mengerti  dan memahami  tentang  pelaksanaan
pengembalian e lebihan pembayaran pajak dan diharapkan agar sistem perpajakan
dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku yang tercantum
dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.Adupun langkah yang harus
ditempuh dalam pengembaltan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilat:

1. Wajib pajuk menzajukat curval permohonan pada Tenpal pelayanan Terpadu
ying kemudian diteruskan pada seksi PPN dan PTLL
7 Pada seksi PPN dan PTLL dilakukan pemertksaan yang diawasi langsung oleh

Fepala Seksi PPN dan PTLL dan diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan

39
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vt ek Tats Usaha Perpajakan diterbitkan Surat Fetetapan Pajak Lebih
By dan diteruskan ke Sub Geksi Tata Usaha Penerimaan dan Pengeibalian
Resiihis

 Sub Sekel TUPPR mengkonfimasikan data ulang pajak pada sub seksi TUPP

5 Pada Sub Sckey TUPPR dicatat pada buku restitusi dan dibuatkan kartu restitues
dan pembuatan NPPEFP dan Bukti Pemindabbukuan (Pbk)

6 Setelah mendapat pergetujuan dan ditandatangani oleh Fepala seksi Penerimaan
dan ¥ eberatan dan Fepala Kantor Pelayanan Pajak segera dikelnarkan SK.PKPP
dan SPMIEP mituk dapat  divangkan melalit Bank Penbayar yang telah

difentnkan

2.2, SARAIN

Bordasarkm uraian diglas, penulis ingu memberikan sedikit masukan dan
suran vang mungkin dapat diperlukan dalam meningkutkan pelayanan pada wajib
pajak, khususnya wigib pajuk yang akan mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembavaran pajak (Restitusi). Dan penulis berharap agar dalam
pelayanan tersebut dapal sesudi dengan prosedur yang telah ditentukan yang sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan, Penulis meniberi saran agar Kantor Pelayanan
Surabuya  Gubeng  lebih  sering mengadakan penyulnhan-penyuluhan - maupun
pengarahan-pengarahat kepada wajib pajak Khususiya wengenai proses dan tata
cara dalam mengajukan pengembalian kelebihan pajak (R estitusi), agar wajib pajak
dapat mengerty dan wendapatkan kejelasan yang dapat dijadikan pengetahuan bagi
wajib pajak dan aga dalam pemeriksaan nanti tidak terjadi lagi kurangnya
kelengkapan adminisrasi dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dan agar Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Cubeug semakin meningkatkan
pelayanan kepada Wajib Pajak agar mendapatkan kesan dan citra yang batk di

piats wajib payak.
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